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Abstract. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role in the Indonesian economy, seen from the 

large contribution of MSMEs to national income, investment and providing employment opportunities. This 

research aims to analyze and describe the Role of Village Government in Improving Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSMEs) in Kedungrejo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency, as well as to analyze and describe 

the inhibiting factors of the Role of Village Government in Improving Micro, Small and Medium Enterprises 

(UMKM) in Kedungrejo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. In this research, the method used is descriptive 

qualitative. The technique for determining informants used a purposive sampling technique. In this study, the 

informants selected included the Head of Kedungrejo Village, 2 (two) people in the cracker MSME business, and 2 

(two) people who had switched professions from cracker MSMEs. Data collection techniques used in this research 

include interviews, observation, documentation and literature study. The research results show that the role of 

Village Government in Improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedungrejo Village, there are 

3 indicators, namely; a) as a facilitator, the Kedungrejo Village Government only provides facilities in the form of 

administrative facilities and provision of places used for socialization and training, all activities of which are 

carried out by third parties; b) the regulator, the Kedungrejo Village Government, has so far only used policies that 

have been in effect previously; c) catalyst, lack of communication between the Kedungrejo Village Government and 

the cracker MSME community causes the government's role as a catalyst to be less effective. A) The supporting 

factor for the role of the Village Government in improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in 

Kedungrejo Village is the existence of a third party in increasing the skills of cracker MSMEs using social media. B) 

inhibiting factors for the role of Village Government in improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) 

in Kedungrejo Village, namely the low level of human resources for cracker MSME actors in the business 

management involved and the lack of reciprocity for the facilities provided by the Kedungrejo Village Government. 
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Abstrak. Usaha Mikro Kecil dan  Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian di Indonesia dilihat 

dari bersarnya kontribusi UMKM dalam pendapatan nasional, investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pemerintahan Desa dalam Peningkatan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, serta 

untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dari Peran Pemerintahan Desa dalam Peningkatan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Pada 

penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik 

purposive sampling, dalam penelitian ini informan yang dipilih antara lain, Kepala Desa Kedungrejo, 2 (dua) 

masyarakat pelaku Usaha UMKM kerupuk, dan 2 (dua) masyarakat yang beralih profesi dari UMKM kerupuk. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta 

studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintahan Desa dalam Peningkatan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo, terdapat 3 indikator, yaitu; a) sebagai fasilitator, Pemerintah 

Desa Kedungrejo hanya memberikan fasilitas berupa fasilitas administrasi dan penyediaan tempat yang digunakan 

untuk sosialisasi maupun pelatihan yang keseluran kegiatannya dilakukan oleh pihak ketiga; b) regulator, 

Pemerintah Desa Kedungrejo sejauh ini hanya menggunakan kebijakan yang telah berlaku sebelumnya; c) 

katalisator, kurangnya komunikasi antar Pemerintah Desa Kedungrejo dan masyarakat UMKM kerupuk 

menyebabkan kurang berjalannya peran pemerintah sebagai katalisator. a) Faktor pendukung Peran Pemerintahan 

Desa dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo yakni adanya pihak 
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ketiga dalam peningkatan keahlian UMKM kerupuk dengan menggunakan media sosial. b) faktor penghambat 

Peran Pemerintahan Desa dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungrejo 

yaitu masih rendahnya SDM pelaku UMKM kerupuk dalam manjerial usaha yang ditekuni dan kurangnya timbal 

balik atas fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kedungrejo. 

Kata Kunci – Peran Pemerintah Desa; Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Peningkatan.

I. PENDAHULUAN  

Usaha kecil dan non-formal merupakan salah satu sektor komersial yang telah menunjukkan peran strategis 

atau signifikan dalam mengurangi dampak krisis ekonomi 1997 yang mempengaruhi Indonesia. (Putra, 2016)[1]. 

Usaha Mikro Kecil dan  Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama kewirausahaan di tanah air. 

UMKM sangat penting untuk menurunkan pengangguran, menciptakan lapangan kerja, memberantas kemiskinan, 

meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan rasa identitas nasional (Ariani, 2013)[2]. Sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal l33 lAyat l1 lbahwa lperekonomian ldisusun lsebagai lusaha lbersama lberdasarkan latas 

asas lkekeluargaan. lHal ini ldipertegas ldengan lpenjelasan lpada lPasal l33 lbahwa lkemakmuran lmasyarakat 

lyang diutamakan lbukan kemakmuran lindivual [3] 

Menurut iUndang-Undang iNomor i20 iTahun i2008 itentang iUsaha iMikro, iKecil idan iMenengah, 

iUsaha Mikro adalah iperusahaan iyang imenguntungkan iyang idimiliki ioleh iorang iatau ibadan ilain iyang isesuai 

denganidefinisi iusaha iperseorangan. iUsaha ikecil iadalah iusaha iyang isukses isecara iekonomi iyang iberoperasi 

secara mandiri idan idijalankan ioleh iorang iatau iorganisasi iyang ibukan imerupakan ianak iperusahaan iatau 

cabang usaha yang idimiliki, idikendalikan, iatau idiintegrasikan isecara ilangsung iatau itidak ilangsung ike idalam 

iusaha menengah atau ibesar. iBisnis imenengah iadalah ioperasi iekonomi iotonom iatau ientitas ikomersial iyang 

ibukan merupakan ianak perusahaan iatau icabang iperusahaan idan iyang imemiliki iaset ibersih iatau itotal 

ipenjualan iyang termasuk idalam definisi ihukum ibisnis ikecil idan ibisnis ibesar idan idiatur ididalam iundang-

undang l[4]. 

Berdasarkan iPeraturan iPemerintah iNomor i7 iTahun i2021 iPasal i35, ikriteria iusaha imikro iyaitu: 

Memiliki ihasil ipenjualan ipaling ibanyak iRp2.000.000.000,00 i(dua imiliar irupiah) iper itahun iatau imemiliki 

modal iusaha ipaling ibanyak iRp1.000.000.000,00 i(satu imiliar irupiah), itidak itermasuk itanah idan ibangunan 

tempat iusaha; iSementara iitu ipersyaratan ibagi iusaha ikecil iadalah: imemiliki ihasil ipenjualan itahunan ilebih 

idari Rp i2.000.000.000,00 i(dua imiliar irupiah) isampai idengan ipaling ibanyak iRp i15.000.000.000,- i(lima 

ibelas  miliar irupiah) iatau imemiliki imodal iusaha ilebih idari iRp i1.000.000.000 i(satu imilyar irupiah) isampai 

idengan paling ibanyak iRp i5.000.000.000 i(lima imilyar irupiah) iSedangkan ipersyaratan iyang iharus idipenuhi 

ioleh iusaha menengah iadalah: imemiliki imodal iusaha ilebih idari iRp. i5.000.000.000,- i(lima imilyar irupiah) 

isampai idengan paling ibanyak iRp. i10.000.000.000,- i(sepuluh imiliar irupiah), itidak itermasuk itanah idan 

ibangunan itempat usaha; iatau imemiliki ipenjualan itahunan ilebih idari iRp. i15.000.000.000,- i(lima ibelas 

imilyar irupiah) isampai dengan ipaling ibanyak iRp. i50.000.000.000,- l[5]. L 

 

 
Gambar 1. Perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia Tahun 2017-2020 

Sumber: lKementrian lKoperasi ldan lUsaha lKecil ldan lMenengah, l2021 

Sektor lUMKM lmemiliki lperan lstrategis ldalam lmembangun lperekonomian ldi lIndonesia. lHal lini  

dapat dilihat ldari lbesarnya lkontribusi lUMKM lbagi lperekonomian lserta lpertumbuhan ljumlah lUMKM ldi 

lIndonesia. Adapun lkontribusi ltersebut lmeliputi lpendapatan lnasional, ljumlah lunit lusaha, linvestasi, ldan 

lpenyediaan lapangan lkerja. lKontribusi lUMKM lterhadap lperekonomian lIndonesia ldi llihat lmelalui 

lkemampuan lUMKM dalam lmenyerap lhampir l97% ldari ltotal ltenaga lkerja lyang lada lserta ldapat 

lmenghimpun lhingga l60,4% ldari total linvestasi. Sejak ltahun l2017, ljumlah lUMKM ldi lIndonesia lterus 

lmengalami lkenaikan ljumlah lyang lcukup signifikan.lPerkembangan ljumlah lUMKM ldi lIndonesia dapat dilihat 

pada Gambar l1 yang lmenunjukkan lbahwa jumlah lUsaha lMikro, lKecil, ldan lMenengah ldi lIndonesia lpada 
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ltahun l2018 lmengalami lkenaikan lhingga l2,02% dengan ljumlah l64.199.606 lunit lUMKM ldibandingkan 

ldengan ltahun l2017 lyang lhanya lberjumlah l62.928.077 unit lUMKM lsebanyak ldi lIndonesia, ldimana ljumlah 

lunit lUMKM ltahun l2018 lini lmencapai l99,99 persen ldari keseluruhan lusaha lyang lada ldi lIndonesia. lKondisi 

lini ljuga lmengalami lpeningkatan lpada ltahun 2019, ljumlah UMKM lnaik lsebanyak l1,98% ldengan ltotal 

lUMKM lsebanyak l65.471.143 lunit lusaha. lHal lini didominasi loleh usaha lmikro lyaitu lsebanyak l98,67% ldari 

lsektor lUMKM lsendiri. lNamun, lpada ltahun l2020, terjadi pengurangan ljumlah lUMKM lyang lmencapai 

l418.036 lunit ldikarenakan ldampak ldari lpandemi lCovid-19 lyang terjadi ldi lIndonesia ldan lmengganggu 

ljalannya lsektor lUMKM ldi lIndonesia. l(Kementrian lKoperasi dan UMKM, l2021) l[6]. Perkembangan Jumlah 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak lepas dari kontribusi dan sejumlah program pengembangan 

dan peningkatan kualitas UMKM yang diadakan oleh Pemerintahan baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan 

Daerah. Jumlah perkembangan UMKM di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: 

Keberhasilan lperan lpemerintah ldalam lmenerapkan lregulasi lterhadap lpelaku lUMKM ltentunya ltidak 

llepas ldari lkebijakan lotonomi ldaerah. Telah dijelaskan ldalam lUndang-Undang lNomor l23 lTahun l2014 lbahwa 

ldaerah lmemiliki ltanggung ljawab, lwewenang, ldan lhak luntuk lmengatur lsendiri lurusan lpemerintahan ldan 

lkepentingan lmasyarakat lsetempat l[7]. lPenerapan lotonomi ldaerah ljuga lberperan ldalam lskema lpertumbuhan 

ldan lpengembangan lUMKM llokal lyang lada ldi ldaerah. lSejalan ldengan llingkup lnasional, lProvinsi ljawa 

lTimur lmerupakan ldaerah ldengan lwilayah lterluas ldi lPulau lJawa lyang lmemiliki lluas lwilayah l47.799,75 

lkm2. lDengan ljumlah lpenduduk lsebanyak l±40,666 ljuta ljiwa, lProvinsi lJawa lTimur lmenempati lperingkat 

lkedua lterpadat ldi lIndonesia lsetelah lProvinsi lJawa lBarat l(BPS, l2020) l[8]. lPerekonomian ldi lJawa lTimur 

ljuga lmemiliki lperan lpenting ldalam lmenggerakkan lperekonomian lnasional, lyaitu ldengan lUsaha lMikro, 

lKecil, ldan lMenengah l(UMKM) lyang ltersebar ldi lbeberapa lKabupaten/Kota ldi lProvinsi lJawa lTimur. 

lAdapun lperkembangan ljumlah lUMKM ldi lProvinsi lJawa lTimur lmenurut ldata lsesnsus lekonomi ladalah 

lsebagai lberikut : 

 

 
Gambar l2. lPerkembangan lJumlah lUMKM ldi lJawa lTimur 

Sumber l: lDiolah ldari lDinas lKoperaasi ldan lUsaha lKecil lMenengah lProvinsi lJawa lTimur l(2020) 

Pada lgambar l2 lmenunjukkan ljumlah lUMKM ldi lprovinsi lJawa lTimur lterus lmengalami 

lpeningkatan. lHal lini lmenunjukkan lbahwa lUMKM ldi lJawa lTimur lmenjadi lsalah lsatu lpenopang 

lperekonomian ldikarenakan ljumlahnya lyang lmencapai l9 ljuta lunit lusaha. lGubernur lJawa lTimur ljuga 

lmengatakan lbahwa lUMKM lmenjadi lelemen lpenting ldalam lpemulihan lekonomi ldi lJawa lTimur. lKontribusi 

lUMKM lterhadap lproduk ldomestik lregional lbruto l(PDRB) ldi lJawa lTimur lmencapai l57,25% lpada ltahun 

l2020 lhasil ltersebut lberdasarkan lpada ldata lyang ldidapat ldari lBadan lPusat lStatistika. lBerdasarkan lhasil 

lsensus lekonomi ltahun l2016, ljumlah lUMKM ldi ljawa lTimur lmencapai l9.782.262 lunit lusaha l[9]. 

Melalui lPeraturan lDaerah lProvinsi lJawa lTimur lNomor l4 lTahun l2007 lTentang lPemberdayaan 

lKoperasi, lUsaha lMikro, lKecil, ldan lMenengah, lPemerintah lProvinsi lJawa lTimur lberharap lperan lserta 

lkedudukan lUMKM lsebagai lpenopang lketahanan lekonomi lmasyarakat ldi lJawa lTimur ldapat lmandiri ldan 

lmampu lbersaing ldengan lpelaku lusaha llainnya. lKebijakan lini ldibuat luntuk lmemberikan lpemberdayaan 

lkhususnya lkemampuan ldalam lbidang lmanajemen, lpermodalan, lteknologi, ldan lkemampuan ldalam 

lberkompetisi. lHal lini lmerupakan lsalah lsatu lperan lpemerintah ldalam lmeningkatkan lkesejahteraan lekonomi 

lmasyarakat lProvinsi lJawa lTimur l[10]. 

Provinsi lJawa lTimur lmemiliki lbeberapa lKabupaten/Kota ldengan lpelaku lUsaha lMikro, lKecil, ldan 

lMenengah ldengan ljumlah lyang lcukup lbanyak lsalah lsatunya ladalah lKabupaten lSidoarjo. lKabupaten 

lSidoarjo lmerupakan lsalah lsatu lKabupaten ldengan ljulukan lKabupaten lUMKM ldi lIndonesia. lPotensi 

lUMKM ldi lKabupaten lSidoarjo lmemiliki lpeluang luntuk ldijadikan lUMKM lyang lmemiliki lnilai lunggul. 
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lPeran lserta ldukungan lyang ldiberikan lPemerintah lKabupaten lSidoarjo lbertujuan luntuk lmeningkatkan 

lpertumbuhan lekonomi ldi lKabupaten lSidoarjo, lserta lmendukung lpembangunan, lpengembangan, ldan 

lpertumbuhan lUMKM lyang lterdapat ldi lKabupaten lSidaorjo. lAdapun ljumlah lUMKM lyang lada ldi 

lKabupaten lSidaorjo ladalah lsebagai lberikut l: l 

 
Gambar l3. lPerkembangan lJumlah lUMKM ldi lKabupaten lSidaorjo ltahun l2018-2020 

Sumber l: lDiolah ldari lDinas lKoperasi ldan lUsaha lMikro lKabupaten lSidoarjo l(2022) 

Berdasarkan lgambar l3 lterdapat lpeningkatan ljumlah lpelaku lUMKM ldari ltahun l2018 lke ltahun 

l2019. lMeningkatnya ljumlah lUMKM lini tentunya lmenjadi lacuan lbagi lPemerintah lKabupaten lSidaorjo ldan 

lpara lpelaku lUMKM luntuk ldapat lmenciptakan lproduk lUMKM lunggulan lyang lmemiliki ldaya lsaing ldi 

lpasaran. lNamun, lpada ltahun l2020 lterjadi lpenurunan lUMKM ldi lKabupaten lSidaorjo lsebesar l0,44%. 

lPenurunan ljumlah lUMKM lini ldapat ldijadikan lmotivasi ldalam lmempertahankan lUMKM lyang lada ldi 

lKabupaten lSidoarjo. l 

Hasil lpenelitian lterdahulu lyang ldilakukan loleh lSalehudin, lRani lMaswati, ldan lSamar l(2019) 

lmenunjukkan lbahwa lOrang lasli lPapua lBiak lNumfor ldiberdayakan loleh lpemerintah lmelalui lpelatihan, 

lbantuan lpembiayaan luntuk lusaha lkecil, ldukungan lpemasaran ldan lpromosi, ldan ldukungan lperalatan luntuk 

lmanufaktur. lKurangnya lkeahlian lkewirausahaan ldan lkurangnya lsarana ldan lprasarana lmenghambat lorang 

lasli lPapua ldi lBiak lNumfor luntuk lmemberdayakan lUMKM.. 

Pada lpenelitian lyang ldilakukan loleh lHilya lUsrotun lPutri lDiaz, lRendy lSueztra lCanaldhy, lNovia 

lKencana l(2019) lmenunjukkan lbahwa lPemerintah lDesa ldapat lmenerapkan lstrategi lberikut luntuk lmendorong 

lpertumbuhan lindustri lbatu lbata: l1) lMeningkatkan lmodal ldan lpenyaluran lmodal lbagi lpengusaha lindustri; 

ldan l2) lMengembangkan ljaringan lpemasaran lbatu lbata ldengan lberiklan ldi lmedia lcetak ldan lsosial; l3) 

lMemastikan llegalitas ldan lmendapatkan lperlindungan lhukum, lpenting luntuk lmensosialisasikan ldan 

lmencanangkan lpemilik lindustri lbatu lbata lyang ltidak lterdaftar; l4) lMeningkatkan lkerja lsama ldengan lpihak 

llain ldan lpemangku lkepentingan ldan lmembantu ldengan lsumber ldaya lindustri lyang lterbatas luntuk lmodal 

ldan lkeuangan. l l 

Hasil lpenelitian lterdahulu lyang ldilakukan loleh lChristofer lOndang l(2019) lmenunjukkan lbahwa 

lkendala lkeuangan lyang lmasih lmembatasi lpengambilan lkeputusan ldi ltingkat lDaerah ldan lPemerintah lDaerah 

lbelum lmampu lmemberikan lbantuan lpermodalan ldan lalat lyang ldapat ldigunakan loleh lpelaku lUMKM, lmaka 

lpelaku lUMKM lharus lmencari lmodal lsendiri lakibat lketidak mampuan lPemerintah lDaerah. lMewujudkan 

lsepenuhnya liklim lyang lkondusif lbagi lUMKM ldalam lhal lstrategi ldan lpenyusunan lkebijakan lpublik lyang 

lbelum lberpihak lpada lUMKM. lAkibatnya, lpelaku lUMKM lterhambat ldalam lpemasaran lproduk. lPemerintah 

lyang lmemiliki lkekuasaan luntuk lmembuat lkebijakan lharus lbekerja lsama ldengan lpihak lswasta luntuk 

lmemberikan lpelatihan lkepada lUMKM lagar lmereka ldapat lbertahan ldan lmengembangkan lusahanya ldi lmasa 

ldepan. lSelain litu, lUMKM ldiasosiasikan ldengan lmanajemen lyang ltidak lprofesional lkarena lmemiliki 

lketerbatasan lpengetahuan ldan lsumber ldaya lmanusia lyang lterampil. 

Pada lpenelitian lyang ldilakukan loleh lJoko lSunaryo, lSasmita lRusnaini, lSyah lAmin lAlbadriy l(2019) 

lmenunjukan lbahwa lRio l(Kepala lDesa) lterlibat ldalam linisiatif luntuk lmendukung lusaha llokal ldan 

lmeningkatkan lekonomi lmasyarakat. lNamun, ldukungan lRio lterhadap lhome lindustry lsemakin llama lsemakin 

lberkurang. lKurangnya lperhatian lRio lterhadap lseluruh lindustri lrumahan ladalah lpenyebabnya. lFaktor-faktor 

llain ljuga lmenjadi lpenyebab llemahnya lpengaruh lRio ldalam lmemajukan lsektor lhome lindustry. lKurangnya 

lakuntabilitas lRio ladalah lsalah lsatu lmasalah lini, lbersama ldengan lmiskomunikasi ldan lkurangnya lkerjasama 

lantara lRio ldan lpemilik lbisnis lrumahan. 

Hasil lpenelitian lyang ldilakukan loleh lNova lElsyra, lSasmita lRusnaini l(2018) lmenunjukkan lbahwa ldi 

Dusun lLembah lKuamang, lProgram lNasional lPemberdayaan lMasyarakat l(PNPM) ldan lKoperasi lDusun 

berperan lpenting ldalam lupaya lpemerintah lmemperkuat lekonomi llokal lmelalui lUMKM. lPemerintah lLembah 
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Kuamang lmenghadapi ltantangan ldalam lmemperkuat lekonomi llokal lmelalui lUMKM, lterutama lketidak 

mampuan luntuk lmembantu lpelaku lUMKM ldalam lmendapatkan lakses ltambahan lpembiayaan lperusahaan ldan 

memperluas ljaringan lmereka luntuk lpemasaran lproduk sertalmenawarkan linstruksi ldan lpelatihan. lMembantu 

UMKM lmendapatkan luang luntuk lbisnis lmereka, lmeningkatkan lpromosi lproduk, ldan lmenawarkan 

lpendidikan dan lpelatihan ladalah lcara luntuk lmengatasi ltantangan lini. l 

Salah lsatu lsektor lUMKM lyang lada ldi lKabuapten lSidoarjo ladalah lindustri lkerupuk. lMenurut lDinas 

Perindustrian ldan lPerdagangan lKabupaten lSidoarjo, lbeberapa lkawasan ldi lKabupaten lSidoarjo ldikenal 

lsebagai sentra lindustri lkerupuk. lDesa lKedungrejo ldi lKecamatan lJabon ladalah lsalah lsatu lsentra lindustri 

lkerupuk lyang ada ldi lKabupaten lSidaorjo. lAdanya lUMKM lini lbertujuan luntuk lmeningkatkan lkesejahteraan 

lperekonomian masyarakat. lDalam lpengembangan ldan lpemberdayaannya ltentu ltidak llepas ldari lperan 

lpemerintah lDesa Kedungrejo. l 

Menurut lteori lyang ldikemukakan loleh lGede lDiva [11] ldalam lpeningkatan lUMKM lperanan 

pemerintah lyang lefektif ldan loptimal ldiwujudkan lsebagai; la) lFasilitator, lPemerintah lberkontribusi lpada 

pengembangan lkapasitas ldalam lberbagai lcara, lseperti ldengan lmenyediakan linfrastruktur ldan lfasilitas, 

lprogram pendidikan ldan lpeningkatan lketerampilan, lmodal, ldan lkeuangan ldalam lbentuk lkomoditas latau 

luang lyang diperlukan; lb) lRegulator, lkebijakan lpemerintah ldirancang luntuk lmempermudah lupaya 

lpembangunan. Pemerintah lbertindak lsebagai lregulator luntuk lmenjaga lagar lkondisi llingkungan ltetap 

lkondusif.; ldan lc) Katalisator, lperan lpemerintah ladalah lmendukung ldan lmendorong lmasyarakat lyang laktif 

ldan lproduktif sekaligus lmempercepat lproses lpembangunan. l 

Dalam lhal lini, lperanan lPemerintah lDesa lKedungrejo lKecamatan lJabon ltentu lsangat ldibutuhkan 

dalam lpeningkatan lUMKM ldi lDesa lKedungrejo lKecamatan lJabon. lMenurut lUndang-Undang lNo. l6 lTahun 

2014 lTentang lDesa lmenekankan lbahwa lDesa ladalah lDesa, lterlepas ldari lapakah litu lmodern latau lDesa 

ladat. Sistem lpemerintahan lNegara lKesatuan lRepublik lIndonesia lmengakui ldan lmenjunjung ltinggi lhak lasal 

lusul dan/atau lhak ltradisional lsebagai lmilik lDesa. lDesa ldiakui lsebagai lkesatuan lmasyarakat lhukum ldengan 

lbatas wilayah lyang lberwenang luntuk lmengatur ldan lmengurus lurusan lpemerintahan, lkepentingan lmasyarakat 

setempat lberdasarkan lprakarsa lmasyarakat, ldan lhak-hak ltersebut. l[12]. 

Semenjak ltahun l2019 ljumlah lUMKM lkerupuk lyang lada lpada lDesa lKedungrejo lKecamatan lJabon 

mengalami lmenurunan lyang lcukup lsignifikan. lAdanya lUMKM lini lbertujuan luntuk lmeningkatkan 

kesejahteraan lperekonomian lmasyarakat. lDalam lpengembangan ldan lpemberdayaannya ltentu ltidak llepas ldari 

peran lPemerintah lDesa lKedungrejo. lAdapun lperkembangan ljumlah lUMKM lkerupuk ldi lDesa lKedungrejo 

adalah lsebagai lberikut l: l 

 
Gambar l4. lJumlah lUMKM ldi lDesa lKedungrejo ltahun l2018-2020 

Sumber l: lDiolah ldari lData ldesa lKedungrejo, lJabon, l2021 

Berdasarkan lpada lGambar l4, ljumlah lUMKM lindustri lkerupuk ldi lDesa lKedungrejo lmengalami 

penurunan ldi lsetiap ltahunnya. lSetiap ltahunnya lhampir l20 lunit lUMKM lkerupuk lgulung ltikar. lPenurunan 

jumlah lUMKM lini ldisebabkan loleh lbeberapa lfaktor lyaitu; lpertama, lkurangnya lfasilitas lyang lmemadai, 

lbaik dari lalat lproduksi, ltempat lpembuangan llimbah, lhingga ltidak lada lkemudahan ldalam lmendapatkan 

lbahan lbaku pembuatan lkerupuk; lkedua, ltidak ladanya peraturan lterkait lharga ljual lkerupuk lsehingga lpara 

lpelaku lUMKM kerupuk lmenentukan lharga ljual lmasing-masing ldan ltidak ljarang lpula lkerupuk lini ldijual 

lkepada ltengkulak dengan lharga lyang lrendah, lhal lini lmenjadikan lbanyak lpelaku lUMKM lkerupuk lmerugi 

lsebab lperbandingan harga lbahan lbaku ldan lharga ljual lkerupuk lsangat ljauh lberbeda; lketiga, ltidak lada lkerja 

lsama lantara pemerintah ldesa ldengan lstakeholder lguna luntuk lpeminjaman lmodal lmaupun lpelatihan 

lkewirausahaan lkepada pelaku lUMKM lkerupuk lyang lada ldi lDesa lKedungrejo. lTerkait ladanya lbeberapa 

lpermasalahan ltersebut menjadikan lmasyarakat lyang lsebelumnya lsebagai lpelaku lUMKM lkerupuk lberalih 

lprofesi lsebagai lpetani, penjual ltoko lkelontong, lmaupun lpenjual lmakanan ljadi. l 
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Kondisi lini lmembuat lsebagian lpelaku lusaha lkerupuk lmemilih luntuk lmenutup lusahanya ldan lberalih 

ke mata lpencaharian lyang llainnya. lHal lini ljuga ldikarenakan lsumber ldaya lmanusia l(SDM) lyang lkurang 

memadai, lyang lmana lbanyaknya lgenerasi lmuda lDesa lKedungrejo lyang lkehilangan lminat lpada lindustri 

pembuatan lkerupuk lyang lsecara ltidak llangsung lmerupakan lusaha lkeluarga lyang lturun ltemurun. Berdarakan 

permasalahan ldiatas, lmaka lpeneliti ltertarik luntuk lmeneliti l“Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha 

Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)ldi Desa Kedungrejo,lKecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian 

inilbertujuan luntuk lmenganalisis ldan lmendeskripsikan lperan lPemerintahan lDesa ldalam peningkatan lUsaha 

Mikro, lKecil ldan lMenengah l(UMKM) ldi lDesa lKedungrejo, lKecamatan lJabon, lKabupaten Sidoarjo, lserta 

untuk lmenganalisis ldan lmendeskripsikan lfaktor-faktor lpendukung dan lpenghambat ldari lperan Pemerintahan 

Desa ldalam lpeningkatan lUsaha lMikro, lKecil ldan lMenengah l(UMKM) ldi lDesa lKedungrejo, Kecamatan 

Jabon, Kabupaten lSidoarjo. 

II. METODE 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini memiliki 

karakteristik yang bersifat deskripsi. Menurut I Made Winartha pendekatan analisis deskriptif kualitatif adalah untuk 

menilai, mengkarakterisasi, dan meringkas beragam kondisi dan skenario dengan menggunakan informasi yang 

dikumpulkan melalui wawancara atau observasi tentang topik yang sedang diteliti yang ada di lapangan. [13]. 

Tujuan penelitian yaitu menganalisis ldan lmendeskripsikan lperan lPemerintahan lDesa ldalam lpeningkatan lUsaha 

Mikro, Kecil ldan Menengahl (UMKM) di Desal Kedungrejo, lKecamatanl Jabon,l Kabupaten Sidoarjo, serta 

menganalisis dan mendeskripsikan lfaktor-faktor lyang lpenghambat ldari lperan lPemerintahan lDesa ldalam 

peningkatan lUsaha Mikro, Kecil ldan lMenengah l(UMKM) ldi lDesa lKedungrejo, lKecamatan lJabon, lKabupaten 

Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, dalam penelitian ini informan yang 

dipilih antara lain, Kepala Desa Kedungrejo, 2 (dua) masyarakat pelaku Usaha UMKM kerupuk, dan 2 (dua) 

masyarakat yang beralih profesi dari UMKM kerupuk. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah tipe 

analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan [14]. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa 

Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo 

Peran pemerintah menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peran pemerintah yang efektif dan 

optimal diwujudkan dengan tiga faktor utama, yakni regulator, fasilitator, katalisator.  

A. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator  

Pelaku IUsaha IMikro, IKecil IDan IMenengah Ipada Iumumnya Imereka Ikurang Imemiliki Isumber Idaya 

Idiperlukan Iuntuk Imenjadi Iwirausaha Iyang Iberhasil. IMereka Ikekurangan Ikeahlian, Iketerampilan, Ipemodalan 

Iatau Ipermodalan, Ibahkan Itidak Imengerti Ibahwa Iusaha Isemacam Iini Imemerlukan Iregulasi. ISebagai 

Ifasilitator, Ipemerintah Imemiliki Iperan Ipenting Idalam Imenfasilitasi IUsaha IMikro, IKecil IDan IMenengah 

I(UMKM) Iuntuk Imencapai Isebuah Itujuan Idalam Ipengembangan Iusaha Iyang Idimiliki Ioleh IUsaha IUMKM. 

ITugas Ifasilitator Iadalah Imemberikan Ipelatihan Iserta Imembantu Ipendaan Ijika Idana IUMKM Ilemah. IMaka 

Itugas Ikoordinator Iadalah Imembantu Ijalan Ikeluar Iagar IUMKM Idapat Imemperoleh Idana Iyang Idibutuhkan, 

Inamun Iharus Itetap Iberhati-hati Iagar Istatus IUMKM Imandiri. IDalam Ikonteks Ifasilitasi Itersebut Ipemerintah 

Idapat Iberupa. IPertama, Ipemberian Isesuatu Ibaik Iyang Iberupa Iuang Iatau Isusidi Ibarang Idan Ijasa. IKedua, 

Ikeistimewaan, Ibaik Iyang Iberupa Ikeinginan Iatau Ikekuatan Idalam Iwaktu Ilintas. IKetiga, Ikebijaksanaan Iyang 

Itersendiri. IFasilitas Iyang Idiberikan Ioleh Ipemerintah Itersebut Idapat Iterjadi Itergantung Ipada Ibagaimana 

Ipemerintah Imemandang Ikeberadaan IUMKM Iyang Iakan Idiberi Ifasilitas. IPertama, Ipemerintah Iantipati Iatau 

Itidak Isenang Iterhadap Ikeberadaan IUMKM. IKedua, Ipemerintah Iapatis Iatau Itidak Imau Itahu Itentang 

Iterhadap Iperkembangan IUMKM. IKetiga, Ipemerintah Inetral Iyang Iberarti Ipemerintah Imemberlakukan 

IUMKM Isama Idengan Ibadan Iusaha Ilainnya, Itidak Iada Iaturan Ikhusus Ibagi IUMKM. IUMKM Iharus 

Ibersaing Ideangan Ibadan Iusaha Ilainnya. IKeempat Ipemerintah Isimpati Idengan Imelakukan Ipembinaan 

Iterhadap IUMKM Iatau Idorongan Imotivasi Ipelindung Iterhadap IUMKM Ipada Ipembuatan Iaturan. 

Sebagai fasilitator pemerintah berperan dalam memberikan fasilitas kepada UMKM untuk mencapai tujuan 

peningkatan usaha yang dimiliki oleh UMKM, jika UMKM memiliki kelemahan di bidang produksi, tugas 

fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya memberikan pelatihan dan 
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bimbingan teknologi. Pemberian fasilitas bukan hanya dalam pemberian pelatihan manejemen namun juga bisa 

berupa pemberian pelatihan keterampilan guna meningkatkan keterimpalan pelaku UMKM di Desa Kedungrejo 

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.  

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Baihaqi selaku kepala Desa Kedungrejo 

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, 

“Sejujurnya mbak, untuk segi fasilitas kami ini sebelumnya sudah menyediakan bumdes dan koperasi 

sebagai wadah masyarakat untuk menjual hasil kerupuknya. Tetapi, keadaan dilapangan selama ini para 

pelaku UMKM tidak memanfaatkan itu dengan baik, dan hanya menjual ke pengulak yang dipercaya saja. 

Jadi ya, bumdes dan koperasi ini kita rasa sia-sia karena masyarakat UMKM nya sendiri tidak mau 

memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang sudah kita berikan. Untuk segi pelatihan sendiri ya 

biasanya ada mbak dari suatu brand atau lembaga swadaya untuk pelatihan UMKM, desa hanya 

memberikan tempat sebagai tempat menyelenggarakan saja. Pelatihan ini ya didapat masyarakat dari 

pihak ketiga, bukan desa langsung. Sejauh ini fasilitas yang dapat diberikan oleh desa ya hanya sebatas 

pemberian surat izin mendirikan usaha saja.” (Wawancara, 26 Juni 2023) 

 Peran pemerintah Desa Kedungrejo sebagai fasilitator bagi pelaku UMKM kerupuk dapat dikatakan hanya 

memberikan fasilitas dari segi administratif saja. Pemberian faslitias dalam segi pelatihan keahlian dan pemberian 

bimbingan teknologi, umumnya dilakukan oleh pihak ketiga, seperti; peserta KKN dari universitas-universitas 

disekitar Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki program kerja untuk 

meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat UMKM 

kerupuk terhadap persaingan harga sesama UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo, sehingga fasilitas yang sudah 

disiapkan oleh pemerintah desa dihapuskan seperti pengadaan Bumdes dan Koperasi. Akibatnya adalah pemerintah 

Desa Kedungrejo hanya memberika fasilitas administratif berupa pemberian surat izin mendirikan usaha dan 

pemberian fasilitas berupa penyediaan tempat pelatihan maupun bimbingan teknologi. Beberapa jenis pelatihan dan 

bimbingan teknologi (Bimtek) yang diberikan Desa Kedungrejo kepada UMKM di Desa Kedungrejo sebagai berikut  

Tabel 1. Jenis Kegiatan Pelatihan dan Kegiatan Bimbingan Teknologi UMKM Desa Kedungrejo 

No. Bulan dan tahun  Penyelenggara  Jenis Kegiatan 

1. Desember, 2020 Mahasiswa KKN Universitas Bhayangkara 

Surabaya (UBHAYA) 

Sosialisasi pemanfaatan media 

sosial bagi pengembang UMKN 

Di Desa Kedungrejo Kecamatan 

Jabon  

2.  Juli, 2021 Bank delta arta  Sosialisasi pemodalan UMKM 

3. September, 2021 Mahasiswa KKN universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo (UMSIDA)  

Sosialisasi program 

pengembangan pemasaran 

UMKM melalui media sosial Di 

Desa Kedungrejo Kecamatan 

Jabon  

4. Januari, 2022 Bank Negara Indonesia (BNI)  Sosialisasi pemodalan UMKM  

5. Mei, 2022 Bank Rakyat Indonesia (BRI)  Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) 

6.  Agustus, 2022 Mahasiswa KKN Universitas Brawijaya Malang  Sosialisasi pemberdayaan 

UMKM Di Desa Kedungrejo 

Kecamatan Jabon   

 

Berdasarakn pada Tabel 1 jenis pelatihan dan bimbingan teknologi masyarakat UMKM di Desa 

Kedungrejo kebanyakan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sosialisasi terkait penggunaan e-commerce sebagai 

sarana pemasaran produk UMKM. Sebelumnya Desa Kedungrejo telah membentuk Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) namun tidak terealisasikan dengan baik. Selain itu, pendirian koperasi di Desa Kedungrejo pun tidak 

terealisasikan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini pemerintah Desa Kedungrejo hanya memberikan 

fasilitas administratif yaitu pada kepengurusan NIB bagi masyarakat UMKM.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nova Elsyra dan Sasmita Rusnaini pada tahun 2018  yang 

berjudul “Peran Pemerintah Dusun dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Lembah Kuamang 

Kabupaten Bungo [15].” Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya upaya pemberian fasilitas 

pemberdayaan melalui pemberian pemberdayaan dan bantuan pinjaman usaha dengan bekerja sama dengan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam upaya 

pemberdayaan UMKM masyarakat di Lembah Kuamang, namun Pemerintah Dusun Lembah Kuamang berusaha 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut.  

Hal ini tentunya berbanding dengan peran pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon dalam 

memberikan fasilitas kepada UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo. Dimana tidak adanya upaya yang berarti 
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maupun inovasi Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam memberikan upaya pemberdayaan dan peningkatan 

UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo. seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa fasilitas pelatihan, 

pemberdayaan dan bimbingan untuk UMKM kerupuk Desa Kedungrejo kebanyakan adalah dari pihak ketiga bukan 

secara langsung dari pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.  

B. Peran Pemerintah Sebagai Regulator  

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha 

UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga lingkungan 

usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dikakukan dengan mengatur Suku Bank Indonesia (SBI) dan 

membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan 

aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis, dalam melaksanakan fungsi regulator pemerintah 

membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang seperti halnya fungsi Pemerintah Pusat, 

Pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada didaerahnya. Pemerintah Pusat dan 

wewenang Pemerintah Daerah.   

Regulator merupakan pembuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengen pembinaan dan peningkatan 

UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat. Kebijakan pada Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) ini digunakan sebagai landasan kerja para pelaku UMKM melalui Dinas Koprasi dan UMKM 

Kabupaten Sidoarjo telah melahirkan beberapa produk kebijakan yang dapat digunakan sebagai landasan dan 

pedoman para pelaku UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.  

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Agus Baihaqi selaku Kepala Desa Kedungrejo 

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, 

“Kalau dari segi peraturan atau kebijakan, kita seutuhnya menggunakan peraturan yang sudah ada, 

seperti Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang masih berlaku, desa hanya menggunakan 

kebijakan itu sebagai acuan. Hal ini dikarenakan agar tidak ada kerancuan atau miskomunikasi 

dikemudian hari. Untuk aturan atau kebijakan bagi pelaku UMKM di Desa Kedungrejo ini ya semua 

berpusat dengan aturan atau kebijakan yang sudah ada.” (Wawancara, 26 Juni 2023) 

 Dalam segi kebijakan, pemerintah Desa Kedungrejo menggunakan kebijakan yang sudah ada antara lain;  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 

7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah; Peraturan 

Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 tahun 2022 Pasal 16 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan Badan Usaha Mikro 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang mengembang Usaha Mikro, penyusunan 

kebijakan teknik pengembangan Usaha Mikro; Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha 

mikro; monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknik pengembangan usaha mikro;  Penggunaan 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini sebagai acuan untuk Peraturan bagi pelaku UMKM Kerupuk di Desa 

Kedungrejo Kecamatan Jabon. Hal ini meminimalisir adanya ketimpangan maupun miskomunikasi terkait 

pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Terkait hal tersebut, pemerintah Desa 

Kedungrejo kecamatan Jabon tidak memiliki atau membuat kebijakan khusus bagi pelaku UMKM kerupuk Desa 

Kedungrejo Kecamatan Jabon. 

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan menganai pengelolaan dana desa dan 

penetapan rincian dana desa diatur dengan peraturan menteri keuangan. Penggunaan Undang-Undang No. 28 Tahun 

2022 ini bertujuan untuk mengatur pendapatan dan belanja desa serta untuk menentukan pembagian anggaran desa 

khususnya anggaran yang digunakan dalam pemberdayaan UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon 

Kabupaten Sidoarjo.  

Pada hasil penelitian oleh Christofer Ondang, dkk pada tahun 2019 yang berjudul “Peranan Pemerintah 

Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di 

Dinas Koperasi dan UMKM) [16].” Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah daerah masih belum bisa 

mewujudkan lingkungan yang baik bagi UMKM, hal tersebut dapat dilihat dari strategi yang digunakan dalam 

mengembangkan potensi UMKM yang ada, serta pembuatan kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak 

pada pelaku UMKM sehingga menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya 

dan mengalami kesulitan finansial.  

C. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator  

Secara Iharfiah Ikatalisator Iadalah Izat Iyang Iditambahkan Ikedalam Isuatu Ireaksi Idengan Imaksut 

Imemperbesar Ikecepatan Ireaksi. IBerdasarkan Ihal Itersebut, Iperan Ipemerintah Idaerah Isebagai Ikatalisator 

Ipengembangan IUMKM Iadalah Imempercepat Iproses Iperkembanganya IUMKM Imenjadi Ifast Imoving 
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Ienterprise. IFast Imoving Ienterprise Imerupakan IUMKM Iyang Itelah Imemiliki Ijiwa Ikewirausahaan Idan Iakan 

Imelakukan Itransformasi Imenjadi Iusaha Ibesar. IUntuk Imencapai Iperkembangan Ifast Imoving Ienterprise, 

Iseperti Ihalnya Isebuah Ikatalis, IPemerintah IDaerah Iterkadang Iikut Iteribat Idalam Iproses Itersebut Inamun 

Itidak Iterlibat Idalam Imengatur Ikeseluruhan Iproses Iperubahannya. IKeterlibatan Ipemerintah Idaerah Idalam 

Ikeseluruhan Iproses Iproses Iperubahannya Itidak Iboleh Idilakukan Ikarena Iketerlibatan Iperan Ipemerintah 

Iterlalu Ibanyak Idalam Ikegiatan Iperekonomian Iatau Imenyebabkan Iperekonomian Imenjadi Itidak Iefesien Ilagi 

Isebab Ipasar Itidak Idapat Ibergerak Isecara Ialami. IUntuk Imendapatkan Iperannya Isebagai Ikasalitator, 

Ipemerintah Imelakuan Iberbagai Ilangkah Iseperti Ipemberdayaan Ikomunitas Ikreatif Iunuk Iproduktif Ibukan 

Ikonsumtif, Iperhargaan Iterhadap IUMKM, Iprasarana Iintelektual Ibagi IUMKM I(perlindungan Ihak Ikekayaan 

Iintelektual) Idan Ipermodalan Itermasuk Imodal Iventura Iatau Imodal Ibergulir. 

Sebagai Ikatalisator, Ipemerintah Ilebih Icenderung Ikepada Ipenyampaian Iinformasi Isecara 

Ikomprehensif Imengenai Isuatu Ipersoalan Iyang Imenjadi Ibaik Ipemerintah Imaupun Imasyarakat. IPermasalahan 

Iterkait IUMKM Iini Ibukan Ihanya Iterletak Ipada Ipemerintah Inamun Ijuga Iterletak Ipada Imasyarakat. IHal Iini 

Iberkaitan Idengan Ikebutuhan Imasyarakat Iakan Iinformasi Iterkait IUMKM Idisegala Iaspek Isementara 

Ipemerintah Imemiliki Ikompetensi Iyang Imemadai Ibaik Isecara Iteori Imaupun Ipraktek Idalam Ipengelolaan 

IUMKM. IMaka Idari Iitu Ipemerintah IDesa IKedungrejo Imemiliki Itanggung Ijawab Idalam Ikesejahterann 

Imasyarakat I IUMKM Idi IDesa IKedungrejo IKecamatan IJabon IKabupaten ISidoarjo. I 

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus Baihaqi selaku Kepala Desa Kedungrejo 

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, 

“Sejauh ini belum ada program percepatan usaha bagi UMKM kerupuk ini. Sampai saat ini penjualan 

kerupuk berjalan seperti biasa, dimana para pengusaha UMKM kerupuk ini menjual hasil olahan 

kerupuknya pada para pengulak-nya. Dalam hal pengembangan maupun pemberian modal untuk usaha 

semuanya dari pihak ketiga, bukan dari desa. Jadi, pihak ketiga ini langsung datang ke tempat UMKM 

kerupuknya bukan ke Desa dulu. ya bisa jadi karna memang kurang adanya komunikasi dari Desa ke 

masyarakat UMKM ya mbak, sehingga masih kurang ada pengembangan dan peningkatan dari Desa untuk 

UMKM kerupuk disini.” (Wawancara, 26 Juni 2023) 

 Dalam pengembangan dan peningkatan UMKM tentunya dibutuhkan adanya peran pemerintah sebagai 

percepatan peningkatan UMKM, namun hal tersebut belum ada didalam peran pemerintah Desa Kedungrejo. Peran 

sebagai katalisator di Desa Kedungrejo belum berjalan dengan baik, dan hal ini berdampak pada masyarakat 

UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon terutama pada hal pengembangan dan peningkatan 

keterampilan masyarakat UMKM dan juga penyediaan sarana dan prasarana serta perbantuan modal usaha bagi 

UMKM kerupuk di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Penyediaan informasi terkait UMKM pun terkesan cukup 

lambat sehingga berdampak pula pada penentuan harga jual kerupuk hasil produksi masyarakat UMKM kerupuk 

Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. Selain itu, Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon masih belum 

memiliki program – program khusus dalam meningkatkan dan memberdayakan masyarakat UMKM di Desa 

Kedungrejo Kecamatan Jabon. 

 Sejauh ini pertumbuhan UMKM di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo kebanyakan 

merupakan output atau hasil dari pemberdayaan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau 

stakeholder seperti pelatihan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sosialisasi 

terkait modal yang dilakukan oleh Bank BNI, maupun BPR Deltha Artha, Sosialisasi terkait KUR (Kredit Usaha 

Rakyat) oleh Bank BRI. Hal tersebut berdampak pada kepengurusan NIB masyarakat UMKM, sejauh ini baru 5 

(tujuh) pelaku UMKM Desa Kedungrejo yang memiliki NIB, diantaranya yakni H. Husiri, H. Farid, H. Buadi, 

Bapak Suparman, H. jayus.  

 Pada hasil penelitian oleh  Joko Sumaryo, dkk pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Peranan 

Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Home Industry Sale Pisang Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 

(Studi pada Dusun Purwo bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) [17].” Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Rio (kepala dusun) ikut serta berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pembinaan 

home industry namun seiring berjalannya waktu Rio tidak lagi menjalankan peran tersebut. Hal ini disebabkan 

adanya miskomunikasi dan kurangnya koordinasi antara Rio dan pemilik home industry sale pisang.  

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro 

dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo 

Faktor Ipendukung Iadalah Ifaktor Iyang Imendukung, Imengajak, Idan Ibersifat Iuntuk Iikut Iserta Idalam 

Imendukung Isuatu Ikegiatan, Ifaktor Ipendukung Iperan Ipemerintah Idesa Idalam IUMKM Ikerupuk Idi IDesa 

IKedungrejo IKecamatan IJabon Iyaitu Iadanya Ipihak Iketiga Idalam Ipeningkata IUMKM Ikerupuk Iyakni 

Idengan Imenggunakan Imedia Isosial Iyang Idilakukan Ioleh Imahasiswa Idan Imahasiswi Iyang Isedang 

Imelaksanakan IKKN Idi IDesa IKedungrejo IKecamatan IJabon. IMelalui Imedia Isosial Ipara Ikelaku IUMKM 

Ibisa Imengembangkan Ibisninya Isecara Iluas. IMedia Isosial Imempunyai Ipengaruh Iyang Isangat Ibesar Iuntuk 
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Isaat Iini Iterhadap Ikehidupan Imasyarakata Iyang Idisebabkan Ioleh Ikecepatan Ipenerimaan Iinformasi Ilewat 

Iinternet. IDengan Iakses Iyang Imudah Idan Icepat Imaka Imedia Isosial Idimanfaatkan Ioleh Ipara Ipengusaha 

Ikecil IUMKM Iuntuk Ilebih Iberani Imempromosikan Iproduknya. I 

Pemanfaatan Imedia Isosial Idan Ijaringan Iinternet Iyang Isangat Iluas Idan Itidak Iada Ibatasan Iwaktu 

Idan Iwilayah Idiharapkan Imenjadi Imedia Ipemasaran Iyang Iefektif Iuntuk Imemasarkan Iproduk Ikerupuk 

Itersebut. ISemua Iusaha Iharus Imemiliki Istrategi Ipemasaran Iagar Idapat Ibertahan Imempertahankan Iusahanya 

Idi Ipasar, Idan Imenggunaka Ipemasaran Isecara Ionline Imerupakan Istrategi Iyang Iefektif. ISelain Idengan Ibiaya 

Iyang Icukup Imurah Ipemasaran Ionline Imelalui Imedia Isosial Ijuga Imemiliki Ijaringan Iyang Iluas Idan Itidak 

Iterbatas. IKehadiran Isosial Imedia Imerupakan Iperwujudan Idari Imajunya Iteknologi Ipada Isaat Iini. IMenjadi 

Ipeluang Iyang Isangat Ibagus Iapabila Idapat Imemanfaatkan Idengan Imaksimal. IBerbagai Imacam Ijenis Imedia 

Isosial Idan Idengan Ikelebihan-kelebihan Isendiri-sendiri Iyang Imudah Iuntuk Idigunakan, Isehingga Ipada Isaat 

Iini Imedia Isosial Ibanyak Idigunakan Idari Isemua Ikalangan. 

Faktor Ipenghambat Iadalah Ifaktor Iyang Isifatnya Imenghambat Ijalannya Isuatu Ikegiatan Idan Ibersifat 

Iseperti Imenggagalkan Isuatu Ihal. IFaktor Iyang Imempengaruhi Iperkembangan IUMKM Idilihat Idari Ikondisi 

IUMKM Isaat Iini. IDaya Isaing Isaat Iini Imasih Idi Itentukan Ioleh Ikemampuan ISumber IDaya IManusia I(SDM) 

Iuntuk Imemproduksi Isuatu Ibarang, Iharga, Idesign Idan Ifaktor Ilingkungan Iyang Imemberikan Ifaktor Ikondusif 

Iagar IUMKM Imampu Ibersaing Isecara Iketat. IHambatan-hambatan Itersebut Ibisa Iberbeda Idisatu Idaerah 

Idengan Idaerah Ilainnya Iatau Iantara Ipedesaan Iyang Iperkotaan, Iantar Isektor Iatau Iantar Isesama Iperusahaan 

Idi Isektor Iyang Isama Imasalah Itersebut Iantara Ilain: 

a. Masih Irendahnya Ikualitas ISDM Ipelaku Iusaha. IKemampuan Imanajerial Ipara Ipelaku IUMKM Iperlu 

Iditingkatkan. IBegitu Ipun Isistem Ikadrisasi Iperlu Idibangun. ISering Ikali Idijumpai IUMKM Ihanya 

Ione Iman Ishow, Isehingga Idibutuhkan Itim Isolid Iyang Imampu Imewarisi IUMKM Idari Ipendirinya. 

b. Kemampuan Ipemasaran Iyang Iterbatas. IMaskipun Imedia Ionline Itelah Iberkembang, Iakan Itetapi 

Imedia Iini Ibelum Idimanfaatkan Isecara Ioptimal Ioleh IUMKM. 

c. Akses Iinformasi Iusaha Iyang Imasih Irendah. 

d. Belum Iberjalin Ikemitraan Iyang Ibaik Iyang Isaling Imenguntungkan Iantar Ipelaku IUMKM, IUsaha 

Ibesar, Idan IBadan IUsaha IMilik IDaerah I(BUMD). 

e. Masyarakat Iatau Ipelaku IUMKM Imasih Ibelum Imenggunakan Ifasilitisan Idengan Ibaik Iyang Iberupa 

Ikoperasi Idan Ibumdes Iyang Idiberikan Ipemerintah Idesa Iyang Iuntuk Ibertujuan Imemajukan Iusaha 

IUMKM Ikerupuk Iyang Iada Idi IDesa IKedungrejo IKecamatan IJabon. I 

Namun Idemikian, Iada Isejumlah Ipersoalan Iyang Iumum Iuntuk Isemua IUMKM Idi INegara Imanapun 

Ijuga, Ikhususnya Idi Idalam Ikelompok INegara Isedang Iberkembang. IRintangan-rintangan Iyang Iumum 

Itersebut Itermasuk Iketerbatasan Imodal Ikerja Imaupun Iinvestasi, Ikesulitan-kesulitan Idalam Ipemasaran, 

Idistribusi Idan Ipengadaan Ibahan Ibaku Idan Iinput Ilainnya, Iketerbatasan Iakses Ike Iinformasi Imengenai 

Ipeluang Ipasar Idan Ilainnya, Iketerbatasan Ipekerja Idengan Ikeahlian Itinggi I(kualitas ISDM Irendah) Idan 

Ikemampuan Itekhnologi, Ibiaya Itransportasi Idan Ienerji Iyang Itinggi, Iketerbatasan Ikomunikasi, Ibiaya Itinggi 

Iakibat Iprosedur Iadministrasi Idan Ibirokasi Iyang Ikompleks Ikhususnya Idalam Ipengurusan Iijin Iusaha, Idan 

Iketidak Ipastian Iakibat Iperaturan-peraturan Idan Ikebijaksanaan-kebijaksanaan Iekonomi Iyang Itidak Ijelas Iatau 

Itak Imenentu Iarahnya. 

IV. SIMPULAN 

Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa 

Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Peran pemerintah desa 

sebagai fasilitator, dalam hal ini pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo hanya 

memfasilitasi pelaku UMKM kerupuk dalam bidang administratif dan penyediaan tempat yang digunakan sebagai 

tempat pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat UMKM Desa Kedungrejo 

maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga baik dari Universitas – Universitas maupun sosialisasi terkait 

permodalan oleh beberapa Bank yang ada di Kabupaten Sidoarjo; b) Peran pemerintah desa sebagai regulator, dalam 

hal ini pemerintah Desa Kedungrejo dalam meningkatkan UMKM kerupuk di desanya menggunakan kebijakan yang 

telah berlaku; c) Peran pemerintah desa sebagai katalisator, dalam hal ini peran pemerintah desa sebagai katalisator 

dalam meningkatkan UMKM di Desa Kedungrejo belum bisa dikatakan baik, hal ini disebabkan pemerintah Desa 

Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo kurang aktif dalam memberikan informasi terkait penyediaan 

sarana dan prasarana serta pemberian modal usaha bagi UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon 

Kabupaten Sidoarjo serta belum memiliki program khusus dalam percepatan peningkatan UMKM di Desa 
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Kedungrejo namun Pemerintah Desa Kedungrejo berusaha sebaik mungkin dalam kepengurusan NIB bagi pelaku 

UMKM Desa Kedungrejo, sejauh ini baru 5 pelaku UMKM Desa Kedungrejo yang sudah memiliki NIB.  

Faktor pendukung dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah 

(UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adanya bantuan dari pihak ketiga dalam 

mensosialisasi penggunaan media sosial dalam meningkatkan penjualan produk UMKM kerupuk Desa Kedungrejo 

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. sementara itu, hambatan dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan 

Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yaitu 

masih rendahnya kemampuan SDM pelaku UMKM kerupuk Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten 

Sidoarjo dalam manajerial terhadap UMKM yang dijalankannya, selain itu kurangnya timbal balik yang diterima 

pemerintah Desa Kedungrejo atas disediakannya Koperasi dan Bumdes dikarenakan takutnya akan persaingan antar 

pelaku UMKM kerupuk Desa kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. 
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